BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa
depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,
maka anak-anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan
berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, salah satunya hak
memperoleh pendidikan. Hak anak dalam memperoleh pendidikan diatur
dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta
didik, dan/ atau pihak lain.

(2) Selain Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (la), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh

pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan
berhak mendapatkan pendidikan khusus.

16



Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap anak, termasuk anak disabilitas
maupun anak-anak yang unggul berhak mendapatkan pedidikan sesuai
kebutuhan, minat dan bakatnya. Hal ini juga dipertegas dengan isi Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta akhlak mulia.

Sistem pendidikan nasional tersebut diharapkan mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan
efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan. Dengan demikian, memperoleh pendidikan yang layak

merupakan hak pendidikan bagi anak-anak dan negara berkewajiban untuk
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memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya
tanpa terkecualil.

Secara khusus, tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi
anak adalah:

1. bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga Negara. Artinya,
selurun warga Negara, bahkan setiap anak berhak mendapatkan
pendidikan dengan prinsip non diskriminasi, baik jenis kelamin,
gender, Suku, Ras, Agama, juga kelas ekonomi, termasuk untuk
warga Negara yang memiliki kebutuhan khusus (difable);

2. bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga Negara. Artinya,
seluruh warga Negara, bahkan setiap anak berhak mendapatkan
pendidikan dengan prinsip non diskriminasi, baik jenis kelamin,
gender, Suku, Ras, Agama, juga kelas ekonomi, termasuk untuk
warga Negara yang memiliki kebutuhan khusus (difable). Kedua,
bahwa Pendidikan merupakan hak warga Negara, yang artinya
pemerintah  sebagai  penyelenggara Negara ~ wajib  untuk
menyelenggarakan  pendidikan.  Penyelenggaraan  tersebut
mencakup  pendanaan, serta  pelayanan = publik  untuk
menyelenggarakan pendidikan itu sendiri.

Permasalahannya, kondisi pendidikan di Indonesia memprihatinkan,
karena terjadi banyak pelanggaran atau penyimpangan®. Beka Ulung Hapsara
selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM
mengungkapkan problematika dunia pendidikan Indonesia, yaitu:

1. Banyaknya kasus pelanggaran HAM, baik di sekolah maupun perguruan
tinggi, seperti kekerasan, pelanggaran hak atas pendidikan, hak
memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan,

dan hak atas hidup;

Mchael H. H. Mumbunan, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di
Bawah Umur, Lex et Societatis, Vol. 1 (4): 129-142.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2782/2333

Mchael H. H. Mumbunan, Op Cit, him.141

Ibid, him.138
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2. Ranking pendidikan Indonesia yang buruk. Berdasarkan penilaian
Programme for Internasional Student Assessment (PISA) pada tahun 2015,
Indonesia menduduki peringkat 64 dari 72 negara anggota Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD). Tingkat Asia
Tenggara, Indonesia menduduki ranking 5 dibawah Singapura, Brunei
Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Ranking ini memprihatikan
mengingat anggaran pendidikan 20 persen dari APBN;

3. Tingginya korupsi terkait anggaran pendidikan yang melibatkan kepala
dinas, kepala sekolah, anggota DPR/DPRD, pejabat kementerian, dosen,
rektor, dan guru. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun
2005-2016 terdapat 425 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp. 1,3
triliun dan nilai suap Rp. 55 miliar; dan

4. Sistem pendidikan belum berjalan sesuai harapan karena rendahnya
kualitas guru dan suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Kurikulum
pendidikan membebani siswa dan metode pembelajaran yang masih
konvensional, sehingga gagal menumbuhkembangkan potensi/bakat
siswa®.

Berdasarkan pendapat Beka Ulung Hapsara, penulis beranggapan
bahwa negara belum berhasil memberikan pelindungan hak pendidikan anak,
khususnya terkait akses pendidikan dan keadilan. Pendapat ini diperkuat oleh
Mustika Mega Wijaya bahwa pendidikan yang berkualitas sangat erat dengan

biaya yang tinggi, sehingga akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas

4

Moh Nadlir, 2018, Komnas HAM Catat 4 Kondisi Darurat Pendidikan Indonesia,
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/12581141/komnas-ham-catat-4-kondisi-darurat-
pendidikan-indonesia
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hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi
tinggi atau masyarakat yang mampu membayarnya’®.

Pelanggaran hak pendidikan anak atas akses pendidikan juga tampak
dari sekolah-sekolah negeri berlabel unggulan yang digagas oleh pemerintah
di setiap kabupaten/kota beberapa tahun yang lalu. Merujuk pada pemenuhan
8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekolah unggul disinyalir menjadi
prioritas utama Dinas Pendidikan dalam pemenuhan keseluruhan standar
tersebut, bahkan sekolah unggulan tersebut diperlakukan sebagai anak emas
oleh dinas terkait. Input siswa yang sifatnya “pesanan” dari orangtua yang
umumnya pejabat setempat mendorong privilege yang diberikan bagi sekolah
unggul seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk
menunjang proses pembelajaran, tenaga mengajar pilihan yang kompeten dan
profesional, serta menjadi prioritas utama dalam pemberian akses untuk
mengikuti perlombaan yang sifatnya regional, nasional maupun internasional.
Selain itu, sekolah unggul juga terkesan diperuntukkn untuk anak-anak dengan
kemampuan akademik dan finansial yang memadai. Kondisi tersebut
memperlihatkan kegagalan negara dalam memenuhi hak pendidikan anak
secara equal dan bermutu®.

Sekolah unggulan dianggap semakin menyebabkan disparitas dalam
pemerataan mutu pendidikan nasional. Penjaringan dan perekrutan siswa

dengan kategori kemampuan akademik di atas rata-rata serta kemampuan

> Mustika Mega Wijaya, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Bawah Umur untuk
Mendapatkan ~ Pendidikan, = Pakuan Law  Review, Vol. 1 (2): 257-278.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/938/798

6 Marthunis, 2017, Sekolah Unggulan, Disparitas dalam Pendidikan,
http://mediaindonesia.com/read/detail/88786-sekolah-unggulan-disparitas-dalam-pendidikan
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finansial yang relatif mapan juga menunjukkan adanya diskriminasi dan
komersialisasi pendidikan, yang mana hal tersebut melanggar konstitusi
negara Indonesia.’

Terkait permasalahan hak pendidikan atas akses pendidikan dan
pendidikan yang bermutu, pemerintah melakukan kebijakan zonasi pada
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai tahun 2017. Sistem zonasi
merupakan sistem yang mengharuskan sekolah menerima calon peserta didik
sesuai zonasi tanpa terkecuali. Jadi, calon peserta mendidik mendaftar sekolah
negeri yang lokasinya dekat dengan domisili atau alamat yang tertera di Kartu
Keluarga®. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya
Pasal 16.

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a.
zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/ wali.

2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari daya tamping Sekolah.

3. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
banyak 5% (lima persen) dari daya tamping Sekolah.

4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud
dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya
tamping Sekolah.

5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga)
jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam satu zonasi.

6. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai
dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta
didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di
luar zonasi domisili peserta didik.

Marthunis, Op Cit

Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana, 2018, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017,
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/23237/21244
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7. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang
membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain
yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan Permendikbud di atas, poin penting dalam regulasi
tersebut adalah kriteria utama dalam penerimaan siswa menggunakan acuan
zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Nilai ujian nasional yang
diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya bukan lagi pertimbangan utama.

Pemerintah menerapkan sistem zonasi sebagai salah satu upaya dalam
memeratakan kualitas pendidikan, sehingga tidak ada lagi sekolah dengan
predikat unggulan dan non-unggulan. Sistem tersebut meminimalir siswa
pintar terkumpul di satu sekolah (dikenal sekolah favorit). Sistem tersebut
juga diharapkan dapat menghilangkan praktik jual beli bangku, serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam memetakan anggaran
pendidikan, populasi siswa dan tenaga terdidik®.

Dalam praktiknya, sistem zonasi PPDB, khususnya tahun 2018 menuai
pro dan kontra di sejumlah daerah. Pro dan kontra tersebut antara lain:

1. Prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai
penentu utama PPDB.

Pihak yang kontra menilai bahwa prioritas jarak sebagai penentu

utama PPDB masih sulit diterapkan, mengingat jumlah lulusan sekolah

dengan Kketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang.

Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta didik,

9

Dinar Wahyudi, 2018, Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran
2018/2019, Bidang Kesejahteraan Sosial: Info Singkat, Vol. 10 (14): 13-18.
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-11-P3DI-Juli-2018-
218.pdf

22



sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarnya melebih kuota karena
berada di zona padat penduduk.

Sementara pihak yang pro menjelaskan jika sistem zonasi
meningkatkan akses anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang
berkualitas. Selain itu, sistem zonasi mendekatkan anak dengan
lingkungan keluarga sehingga dapat memberikan pengaruh positif
terhadap perkembangan anak. Selain itu, pihak yang pro beranggapan jika
persoalan utama dalam penerapan sistem zonasi PPDB bukan jarak antara
tempat tinggal dengan sekolah tetapi lebih pada pemerataan kualitas
pendidikan.

Dasar penerapan sistem zonasi.

Perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi PPDB menyebabkan
implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada. PPDB jalur mandiri
ini cukup meresahkan masyarakat, karena sekolah terkesan dapat dibeli
oleh siswa dari keluarga mampu. Apabila hal ini berlanjut, maka esensi
dari sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan tidak akan tercapai.
Penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Munculnya SKTM berawal dari ketentuan sistem zonasi PPDB
dengan prioritas jarak yang menyebabkan orang tua calon peserta didik
terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima
di sekolah yang diinginkan. Jumlah kuota sebesar 5% untuk jalur. prestasi

dinilai terlalu kecil untuk siswa dari luar zonasi, sedangkan belum semua
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sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Akibatnya, kuota 20% untuk
keluarga tidak mampu dianggap sebagai peluang®®.

PPDB berdasakan sistem zonasi menurut M. Saekan Muchith seorang
Dosen IAIN Kudus Jawa Tengah sekaligus Pemerhati Masalah Pendidikan,
Sosial Agama dan Politik dianggap melanggar fitrah pendidikan. Sistem
zonasi tersebut akan mengganggu psikologis peserta didik dalam
pengembangan semua potensi yang ada dalam dirinya. Akan ada banyak
sekali peserta didik yang masuk ke sekolah tertentu bukan murni karena
keinginanya sendiri tetapi karena terpaksa atau dipaksa oleh wilayah ( zona)
yang telah ditentukan. Selain itu juga akan ada sekian banyak calon peserta
didik jika dilihat dari kemampuan akademik (prestasi) sangat layak masuk
disekolah sesuai pilihan dan sesuai kecocokan psikologis mereka gagal gara
gara jarak tempuh tidak berada di zona 1 (satu) dari satuan pendidikan yang
diinginkan. Dengan demikian, PPDB berdasarkan sistem zonasi juga
melanggar HAM, khususnya untuk mengembangkan diriZ.

Hasil penelitian Ratih Fenty A Bintoro mengenai “Persepsi
Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran
2017/2018 di Kota Samarinda” mengungkapkan pelaksanaan kebijakan zonasi

sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat, berupa (1) kekhawatiran akan

10" Dinar Wahyudi, Op Cit, him.15-17

1 Ahmad Suade, 2019, Ombudsman Temukan Beberapa Pelanggaran PPDB Sistem Zonasi
Sekolah. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-temukan-beberapa-
pelanggaran-ppdb-sistem-zonasi-sekolah
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tertutupnya kemungkinan bersekolah di luar zonasi dan (2) kekhawatiran
terkait standar pendidikan yang tidak merata®2.

Sementara itu Tim Kajian Akademis Zonasi Penerimaan Peserta Didik
Baru SMP Negeri di Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019
mengemukakan bahwa PPDB sistem zonasi dapat menciptakan pemerataan,
siswa cerdas tidak berkumpul di sekolah favorit saja, yang pada akhirnya
mutu tiap sekolah bisa terlihat. Selama ini, sekolah favorit selalu
menghasilkan murid-murid berprestasi karena memang PPDB berupa seleksi
ketat sehingga hanya anak berprestasi tinggi yang bisa diterima. Sistem zonasi
menyebabkan sekolah favorit memiliki kesempatan membina murid-murid
prestasi biasa menjadi luar biasa. Selain itu, sistem ini juga memberi peluang
bagi sekolah bukan favorit untuk diunggulkan secara mutu dan fasilitas,
karena dana BOS yang didapat sama®®.

Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana juga mengemukakan
bahwa penerapan zonasi dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi
pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama-ratakan. Selain

itu, juga untuk mempermudah calon peserta didik untuk mendapatkan akses

12

13

Ratih Fenty A Bintoro, 2018, Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi
Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran
2017/2018 di Kota Samarinda, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 1 (1): 48-57.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwirl
87ExXYnhAhXDu48KHeiWDY IQFjADegQIBXAC&url=https%3A%2F%2Fwww.jrp.kaltimpr
0v.go.id%2Findex.php%2Fjrp%2Farticle%2Fdownload%2F26%2F14&usg=A0vVaw250iYR
2Dkr85g6eveuCeWw

Ida Bagus Jelantik, 1 Ketut Jirnaya, | Gede Gita Purnama, dan Putu Ari Suprapta, 2017, Kajian
Akademis Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Denpasar Tahun
Pelajaran 2018/2019, Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Dinas
Pendidikan, Kepemuda, dan Olahraga Kota Denpasar, him.4-5.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4d7541a80c8179f7a9b6f35f99e18efh.p
df
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layanan pendidikan'®. Hal senada juga dikemukakan oleh Ratih Fenty A.
Bintoro bahwa sistem zonasi diharapkan mengurangi eksklusivitas, rivalitas,
dan diskriminasi di sekolah-sekolah negeri yang merupakan barang publik
(public goods). Secara otomatis, hal tersebut akan menghilangkan sekolah
favorit dan tidak favorit. Hal tersebut disebabkan sistem zonasi ini
mengharuskan sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang
mendaftar sesuai zonasinya tanpa terkecuali®.

Pelaksanaan sistem zonasi masih belum sesuai harapan. Pada PPDB
2019/2020 sebanyak 39 calon siswa yang mendaftar di SMA 4 Semarang,
justru terlempar ke SMA 1 Purwantoro Wonogiri (terlempar sejauh 170 km
dari Kota Semarang)*®. Sistem zonasi ini juga menimbulkan kekhawatiran
terhadap beberapa orangtua yang tinggal di daerah perbatasan (misal Puncang
Gading) untuk dapat menyekolahkan di SMPN “favorit” yang ada di kota
(misal Kota Semarang), karena sistem zonasi memperkecil peluang untuk
sekolah yang berada di luar zonal’. Kecilnya jumlah kuota untuk jalur prestasi

pada sistem zonasi juga menuai banyak protes dari masyarakat!®. Protes

14
15
16

17

18

Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana, Op Cit, him.4

Ratih Fenty A. Bintoro, Op Cit, him.51-52

Fariz Fardianto, 2019, Zonasi PPDB Kacau, Disdik Jateng: Kami Segera Selidiki Masalah ini!
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/zonasi-ppdb-kacau-disdik-jateng-kami-
segera-selidiki-masalah-ini/4

Dampak Sistem Zonasi untuk PPDB 2018, Didik Terganjal Daftarkan Anaknya di SMP
Favorit.  https://jateng.tribunnews.com/2018/07/02/dampak-sistem-zonasi-untuk-ppdb-2018-
didik-terganjal-daftarkan-anaknya-di-smp-favorit?page=4

Bayu Wicaksono (Editor), 2019, Zonasi PPDB Timbulkan Masalah, Ganjar Buka Aduan di
Medsos: Gubenur Minta Menteri Ubah Sistem Zonasi.
https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/06/13/141103/zonasi-ppdb-timbulkan-masalah-
ganjar-buka-aduan-di-medsos
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lainnya dari masyarakat adalah yang tercepat mendaftar akan mendapatkan

prioritast®.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
dengan judul “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Atas Pemberlakuan Sistem
Zonasi Sekolah Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2018: Studi Kasus di SMPN 27 Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang?

2. Apakah pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang dapat
melindungi hak-hak anak atas pendidikan dan HAM serta meningkatkan
mutu pendidikan?

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung
pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang untuk
memenuhi hak-hak anak atas pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang.

2. Pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang dapat

melindungi hak-hak anak atas pendidikan.

19 Ahmad Antoni, 2019, PPDB Sulitkan Warga, Ganjar Minta Menteri Ubah Sistem Zonasi.
https://jateng.sindonews.com/berita/5948/1/ppdb-sulitkan-warga-ganjar-minta-menteri-ubah-
sistem-zonasi
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3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan

sistem zonasi sekolah di SMPN 27 Semarang untuk memenuhi hak-hak

anak atas pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi ilmu hukum

Khususnya yang terkait dan hak asasi anak, dan materi kuliah hukum

perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

a.

b.

Pemerintah/Dinas Pendidikan,

Memberikan informasi dan saran terkait penerapan Perlindungan Hak
Pendidikan Anak Atas Sistem Zonasi Sekolah dalam Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 sehingga diperoleh formula yang tepat dalam
penerapan kebijakan ini tanpa menimbulkan kontroversi.

Sekolah

Memberikan informasi dan saran terkait penerapan Perlindungan Hak
Pendidikan Anak Atas Sistem Zonasi Sekolah dalam Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 sehingga kebijakan ini dapat dijalankan dengan
benar sesuai peraturan yang berlaku.

Masyarakat

Memberikan informasi dan saran terkait penerapan Perlindungan Hak

Pendidikan Anak Atas Sistem Zonasi Sekolah 51 Tahun 2018 sehingga
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diperoleh pemahaman yang benar dan dapat mencegah kekhawatiran
akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.
E. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis empiris atau
sosiologi hukum yang bersifat kualitatif. Pendekatan yuridis empiris atau
sosiologis hukum adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada
peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-
bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam
penelitian, serta pengambilan data langsung pada objek penelitian?. Hal
ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan
yang menekankan pada kenyataan hukum di dalam masyarakat.

Sementara bersifat kualitatif karena sumber data berupa tampilan
uraian kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-
benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang
tersirat dalam dokumen atau bendanya. Selain itu, sumber data adalah
subjek yang betul-betul tahu tentang apa yang dikehendaki dan dapat
dipercayai oleh peneliti, sehingga tidak ada ketetapan jumlah subjek?..

Berdasarkan penjabaran di atas, maka alasan penggunaan
pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yang bersifat kualitatif

karena menekankan praktek hukum dari Permendikbud Nomor 51 Tahun

20 Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia
Indonesia, him.10

21 Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT Rineka
Cipta, hlm.20-23
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2018 dalam rangka melindungi hak-hak pendidikan anak terkait
pelaksanaan sistem zonasi sekolah.
2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi dalam
penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yaitu menggambarkan,
melaporkan secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala
sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang
berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan
peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah
ditentukan.?? Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan
gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan dan
lapangan, namun juga setelah mempelajari ketentuan hukumnya dan
diteliti di lapangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi inti problematika
dari penelitian?, yaitu segala informasi terkait pelaksanaan sistem zonasi
sekolah di SMPN 27 Semarang, apakah sistem ini dapat melindungi hak-
hak anak atas pendidikan, serta faktor pendukung dan penghambatnya.
Informasi-informasi tersebut dari unsur-unsur:
a. Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu Kepala Bidang Pembinaan

SMP.

22 Suharsimi Arikunto, Op Cit, him.3
2 Ibid, him.161
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b. SMPN 27 Semarang, yang terdiri dari kepala sekolah dan guru yang
menjadi panitia PPDB 2019/2020.
c. Orangtua siswa angkatan 2019/2020.
d. Siswa angkatan 2019/2020.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di SMPN 27 Semarang yang beralamat di
Ngesrep Timur Raya VI No 4, Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain
atau peneliti tidak langsung memperolehnya dari subjek penelitian®*.
Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan,
yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan
terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang
berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan?. Studi kepustakaan
dalam penelitian ini. mencakup bahan hukum primer, sekunder dan
tersier
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara
umum, khususnya yang berhubungan pemenuhan hak anak atas
minat bakat di sekolah sehari penuh. Bahan hukum primer yang

digunakan meliputi:

% Saifuddin Azwar, 2007, Metode Penelitian, Yogyakarta: Andi Offset, him.91
% Moh Nazir, 1988, Metode Penelitian, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, him.111
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a) UUD 1945 (Amandemen), khususnya Pasal 31;

b) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

¢) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23
Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak

d) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan;

e) Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk
Lain yang Sederajat di Kota Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, makalah, artikel,
buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Kamus Hukum.
b. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
subjek?®. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah

hasil wawancara langsung dengan responden penelitian. Jadi, untuk

% Saifuddin Azwar, Op Cit, him.91
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memperoleh data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan
wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu?’. Pada
penelitian ini, teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data
primer tentang perlindungan hak pendidikan anak atas pelaksanaan
sistem zonasi sekolah di kota Semarang. Wawancara dilakukan kepada
narasumber (informan) yang terdiri dari:

1) Unsur dinas pendidikan kota Semarang sebanyak 1 (satu) orang
dari Bidang Pembinaan SMP;
2) Unsur sekolah, sebanyak 2 (dua) orang, yaitu kepala sekolah dan
anggota panitia PPDB SMPN 27 Semarang angkatan 2019/2020;
3) Unsur orangtua, sebanyak 5 (lima) orangtua dari siswa SMPN 27
Semarang angkatan 2019/2020;
4) Unsur siswa, sebanyak 5 (lima) siswa SMPN 27 Semarang
angkatan 2019/2020.
6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data
Pengolahan dan penyajian data merupakan penyusunan
sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan penarikan tindakan. Pengolahan data dilaksanakan
tahapan pemilihan data yang relevan dengan yang tidak relevan,

pengkodingan (proses pengklasifikasian informasi sesuai dengan rumusan

27 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, him.95

33



masalah), analisis data, dan penyajian data. Selanjutnya, penyajian
dilakukan berupa bentuk teks naratif, tabel, foto, gambar, dan bagan.
Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk
mengetahui jawaban dari perumusan masalah?®,
7. Analisis Data
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif
adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga
perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai Ssesuatu yang utuh.
Proses analisis kualitatif secara deskriptif kualitatif menurut Bungin?®
terdiri dari alur yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian
(display) data, dan menafsirkan dara, menyimpulkan data dan verifikasi,
meningkatkan keabsahan hasil baru kemudian menarasikan hasil data.
Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah content analysis (analisis
isi)
F. Sistematika Skripsi
Penyusunan skripsi ini dijabarkan dalam 4 (empat) bab sebagai
berikut:
BAB | PENDAHULUAN, vyang menguraikan mengenai latar
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoritis

dan praktis), metode penelitian (metode pendekatan, spesifikasi penelitian,

28 Sydarwan Danim, 2013, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia
29 Suharmi Arikunto, op cit, hIm.94
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objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan dan penyajian data, dan analisa data), dan sistematika penulisan
skripsi.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA, yang menguraikan mengenai teori-
teori yang dijadikan dasar penelitian, yaitu perlindungan hak pendidikan anak
dan sistem zonasi sekolah.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang
menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban
dari rumusan permasalahan, yang terdiri dari pelaksanaan sistem zonasi
sekolah di SMPN 27 Semarang, pelaksanaan sistem zonasi tersebut dapat
melindungi hak-hak anak atas pendidikan, serta faktor-faktor yang menjadi
pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem zonasi sekolah di SMPN 27
Semarang untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan.

BAB IV PENUTUP, yang menguraikan mengenai kesimpulan dari
jawaban dari. perumusan masalah, serta saran yang didasarkan dari hasil

penelitian.
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